
 

 

 

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  

SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI TAHUN 2024 

 

 

NO 

 

SUMBER 

INFORMASI 
RINCIAN 

INFORMASI 
DASAR HUKUM 

 

BATAS WAKTU 

PENGECUALIAN 

KONSEKUENSI 

AKIBAT BILA 

DIBUKA 

MANFAAT BILA 

DIKECUALIKAN 

1. BKPSDM 

Provinsi Bali 

Surat Keputusan 

Tentang Promosi 

Peraturan 

Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 

2017 Tentang 

Manajemen PNS 

 

Terbatas Mengganggu proses 

penyusunan/ menghambat 

kesuksesan kebijakan 

Mengamankan proses 

pengambilan 

keputusan/kebijakan 

2. BKPSDM 

Provinsi Bali 

Data Pejabat Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008, Undang-

Undang Nomor 

20 Tahun 2023, 

Peraturan 

Gubernur Bali 

Nomor 64 Tahun 

2020 

Terbatas Mengganggu proses 

penyusunan/menghambat 

kesuksesan kebijakan 

Mengamankan proses 

pengambilan 

keputusan/kebijakan 



 

 

 

3. BKPSDM 

Provinsi Bali 

Data Pejabat Yang 

Kosong 

Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008, Undang-

Undang Nomor 

20 Tahun 2023, 

Peraturan 

Gubernur Bali 

Nomor 64 Tahun 

2020 

Terbatas Mengganggu proses 

penyusunan/menghambat 

kesuksesan kebijakan 

Mengamankan proses 

pengambilan 

keputusan/kebijakan 

4. BKPSDM 

Provinsi Bali 

Data Jabatan 

Pelaksana yang 

Kosong 

Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008, Undang-

Undang Nomor 

20 Tahun 2023, 

Peraturan 

Gubernur Bali 

Nomor 64 Tahun 

2020 

Terbatas Mengganggu proses 

penyusunan/menghambat 

kesuksesan kebijakan 

Mengamankan proses 

pengambilan 

keputusan/kebijakan 

5. BKPSDM 

Provinsi Bali 

Surat Keputusan 

Tentang Mutasi 

Peraturan BKN 

Nomor 5 Tahun 

2019 Tentang 

Tata Cara 

Pelaksanaan 

Mutasi 

Terbatas Mengganggu proses 

penyusunan/menghambat 

kesuksesan kebijakan 

Mengamankan proses 

pengambilan 

keputusan/kebijakan 



 

 

 

6. BKPSDM 

Provinsi Bali 

Surat Keputusan 

Tentang Naik 

Pangkat 

Peraturan 

Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 

2017 Tentang 

Manajemen PNS 

Terbatas Mengganggu proses 

penyusunan/menghambat 

kesuksesan kebijakan 

Mengamankan proses 

pengambilan 

keputusan/kebijakan 

7. BKPSDM 

Provinsi Bali 

SK Penerima 

Satuan Jasa Kantor 

Pada Perangkat 

Daerah Di 

Lingkungan 

Pemprov Bali (SK 

Tenaga Kontrak) 

Pergub Nomor 

15 Tahun 2023, 

SK Gub Nomor 

1/04-C/HK/2024 

Terbatas Mengganggu proses 

penyusunan/menghambat 

kesuksesan kebijakan 

Mengamankan proses 

pengambilan 

keputusan/kebijakan 

8. BKPSDM 

Provinsi Bali 

Data Pajak ASN Surat Kantor 

Wilayah 

Direktorat 

Jenderal Pajak 

Bali Nomor S-

66/WPJ.17/2024 

Tanggal 23 

Januari 2024 

Terbatas Mengganggu proses 

penyusunan/menghambat 

kesuksesan kebijakan 

Mengamankan proses 

pengambilan 

keputusan/kebijakan 

9. BKPSDM 

Provinsi Bali 

Data ASN 

Keadaan 2024 

Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 

2008 

Terbatas Mengganggu proses 

penyusunan/menghambat 

kesuksesan kebijakan 

Mengamankan proses 

pengambilan 

keputusan/kebijakan 



 

 

 

10. BKPSDM 

Provinsi Bali 

Tata Cara 

Pelantikan dan 

Pengambilan 

Sumpah / Janji 

Jabatan 

Peraturan BKN 

Nomor 21 Tahun 

2017 

Terbatas Mengganggu proses 

penyusunan/menghambat 

kesuksesan kebijakan 

Mengamankan proses 

pengambilan 

keputusan/kebijakan 

11. BKPSDM 

Provinsi Bali 

Syarat Kenaikan 

Pangkat 

Peraturan 

Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 

2017 Tentang 

Manajemen PNS 

Terbatas Mengganggu proses 

penyusunan/menghambat 

kesuksesan kebijakan 

Mengamankan proses 

pengambilan 

keputusan/kebijakan 

12. BKPSDM 

Provinsi Bali 

Rencana 

Kebutuhan ASN 

Dalam Jangka 

Waktu 5 Tahun 

Kedepan 

UU Nomor 5 

Tahun 2014, UU 

Nomor 20 Tahun 

2023, PP Nomor 

11 Tahun 2017, 

PP Nomor 49 

Tahun 2018 

Terbatas Mengganggu proses 

penyusunan/menghambat 

kesuksesan kebijakan 

Mengamankan proses 

pengambilan 

keputusan/kebijakan 

13. BKPSDM 

Provinsi Bali 

Penyusunan 

Tambahan 

Penghasilan 

Pegawai 

PP Nomor 12 

Tahun 2019, PP 

Nomor 11 Tahun 

2017, Perpres 50 

Tahun 2022, 

Permendagri 77 

Tahun 2020, 

Terbatas Mengganggu proses 

penyusunan/menghambat 

kesuksesan kebijakan 

Mengamankan proses 

pengambilan 

keputusan/kebijakan 



 

 

 

Kepmendagri 

Nomor 900-

4700. 

14. BKPSDM 

Provinsi Bali 

Dokumen Surat 

Panggilan, BAP, 

dan Bahan lain 

yang menyangkut 

Hukuman Disiplin 

UU Nomor 20 

Tahun 2023, PP 

Nomor 11 Tahun 

2017, PP Nomor 

94 Tahun 2021, 

Per BKN 3 

Tahun 2020,  Per 

BKN Nomor 6 

Tahun 2022 

Terbatas Mengganggu proses 

penetapan penjatuhan 

hukuman disiplin 

terhadap PNS yang 

bersangkutan 

Mengamankan proses 

pengambilan 

keputusan/kebijakan 

 

  


